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ABSTRAK 

 “KINERJA APARATUR DESA SEBAGAI UJUNG TOMBAK PELAYANAN PUBLIK DI 

DESA BATUAH, KABUPATEN TANAH BUMBU”  

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja Aparatur Desa sebagai 

ujung tombak dalam pelayanan publik yang ada di Desa Batuah, Kabupaten Tanah Bumbu dan 

apa saja faktor penghambat kinerja Aparatur Desa Batuah, Kabupaten Tanah Bumbu. Metode 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data 

dikumpulkan dengan melakukan Observasi, Dokumentasi, dan Wawancara mendalam dengan 

6 (enam) orang informan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif 

menurut Miles & Huberman. 

Hasil penelitian ini menunjukan Kinerja Aparatur Desa Batuah Sebagai Ujung Tombak 

Pelayanan Publik dilihat dari segi pemahaman atas tupoksi, kualitas, kuantitas kinerja, dan 

komitmen kerja sudah cukup baik, namun mengenai ketepatan waktu, Aparatur Desa Batuah 

masih belum disiplin. Adapun faktor-faktor penghambat kinerja Aparatur Desa Batuah, 

Kabupaten Tanah Bumbu ada tiga yaitu kurangnya sarana dan prasarana desa, terbatasnya 

kemampuan aparatur desa, dan rendahnya pendidikan masyarakat desa yang ada di Desa 

Batuah, Kabupaten Tanah Bumbu. 
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Berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2014 Pasal 1 Ayat 1, Desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Pada perjalanan ketatanegaraan 

Republik Indonesia, Desa telah 

berkembang menjadi berbagai bentuk, 

sehingga perlu dilindungi dan 

diberdayakan agar menjadi kuat, maju, 
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